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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan tarif sewa aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kupang tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No.33 Tahun 2012.

2. Kontribusi pemanfaatan sewa aset tetap terhadap penerimaan retribusi 

daerah berfluktuasi rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 

12,22% per tahun.

2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat disampaikan 

oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Institusi Pemerintah.

a.  Diperlukan adanya perda khusus yang mengatur tentang pemanfaatan aset 

daerah penilaian kembali atas aset-aset tetap milik pemerintah daerah 

untuk dapat meningkatkan penerimaan atas pemanfaatan aset yang pada 

akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan performa 

Laporan Keuangan Daerah.

b. Peningkatan sistem admnistrasi pengarsipan yang baik akan memberikan 

efisiensi waktu bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap kearsipan 

baik dari sisi internal pemerintah daerah maupun dari sisi eksternal seperti 
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masyarakat umum ataupun semua pihak diluar pemerintah daerah yang 

berkepentingan terhadap arsip daerah.

2. Untuk Masyarakat Umum.

Bagi yang memiliki potensi usaha dan terkendala pada ketiadaan sarana 

dan prasarana usaha dalam bentuk lahan dan/atau ruang gedung ataupun 

perkantoran, dapat mempertimbangkan Aset Tetap milik Pemerintah 

Daerah yang tidak dipergunakan sebagai alternatif sewa tanah dan 

bangunan yang relatif murah.
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